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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat diantaranya diselenggarakannya pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu). Ketentuan mengenai pemilu diatur di dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) sampai dengan ayat (6). Adapun bunyi pasal tersebut yaitu: (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah adalah peseorangan, (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang- undang.

Terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemilu. Adapun asas- asas tersebut adalah : 
1. asas langsung, yang berarti seorang pemilih harus memilih secara langsung, tidak boleh diwakilkan oleh siapapun. 
2. asas umum, yang berarti setiap warga negara memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk memilih dan dipilih. 
3. asas bebas, pada asas bebas di sini mengandung makna bebas dalam memilih, tanpa adanya paksaan dari apapun dan siapapun. 
4. asas rahasia, di sini mengandung artian setiap orang yang menggunakan hak suaranya akan dijamin kerahasiaannya terhadap apa yang dipilihnya.
5. asas jujur, dalam asas jujur di sini mengandung arti bahwa semua yang terlibat di dalam pemilu haruslah jujur. Dalam penggunaan asas jujur ini dilakukan dari awal hingga akhir pada proses pemilu. 
6. asas adil, mempunyai arti bahwa semua yang terlibat dalam pemilu haruslah memiliki hak yang sama. 
Asas- asas tersebut terdapat dalam Pasal 22E ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan wujud telah dilaksanakannya demokrasi (electoral system are at the very heart of democratic).

Arti kata demokrasi, berasal dari kata demos yang berarti rakyat, dan cratein yang berarti pemerintahan, maka demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dilakukan langsung atau tidak langsung oleh rakyat atas dasar suatu sistem perwakilan.
 Menurut asal katanya, demokrasi berarti “rakyat berkuasa” atau “goverment or rule by the people”.
 Demokrasi adalah suatu istilah yang digunakan dalam suatu sistem pemerintahan di negara. Terdapat banyak pula istilah-istilah lain yang bermunculan dengan menambah label kata demokrasi, seperti demokrasi rakyat, demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, demokrasi proletar, demokrasi Pancasila, dan sebagainya, dengan hakikat demokrasi dan pelaksanaan mekanisme demokrasinya yang berbeda-beda.

Salah satu wujud dari pelaksanaan demokrasi itu sendiri adalah dengan diadakannya pemilu. Pemilu yang bebas merupakan salah satu syarat penting dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia telah berulang kali menyelenggarakan pemilu yang disebut sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia. Pemilu merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi yang pada hakikatnya diselenggarakan sebagai sarana kedaulatan rakyat, dan sarana partisipasi masyarakat.

Perkembangan pelaksanaan pemilu di Indonesia sangatlah pesat. Penyelenggaraan pemilu pada awalnya hanya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Setelah amandemen ke-IV UUD 1945 pada 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga Pilpres pun dimasukan ke dalam rezim pemilu. Tahun 2004, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, dan DPD dipilih langsung oleh rakyat pada waktu yang terpisah. Pemilu terakhir yang telah dilaksanakan yakni pemilu tahun 2014 kemarin, dengan pelaksanaan terlebih dahulu untuk memilih angota DPR, DPD dan DPRD, selanjutnya pada waktu yang berbeda dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk pertama kalinya di Indonesia, pada tahun 2019 mendatang, akan dilaksanakan pemilu serentak yaitu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta para anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak pada waktu yang bersamaan di seluruh wilayah Indonesia.
Berbagai macam undang-undang pemilu telah dibentuk di Indonesia. Pemilu diselenggarakan berdasarkan undang-undang pemilu yang tidak hanya berisi penjabaran prinsip-prinsip pemilu demokratis, tetapi juga harus mengandung adanya kepastian hukum. Kepastian hukum dalam pengaturan pemilu akan terwujud apabila
:

1) semua aspek mengenai pemilu diatur secara komprehensif sehingga tidak terjadi kekosongan hukum;
2) semua ketentuan yang mengatur pemilu harus konsisten satu sama lain,  sehingga tidak terjadi kontradiksi antar-ketentuan atau antar peraturan; 
3) semua ketentuan harus mengandung arti yang jelas dan bermakna tunggal, sehingga tidak terjadi ketentuan yang menimbulkan multitafsir; dan
4) semua ketentuan yang dibentuk harus dapat dilaksanakan.

Salah satu penyelenggara pemilu di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU), yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU berwenang menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, agar semua tahapan berjalan secara tepat waktu. Peraturan KPU (selanjutnya disebut PKPU), adalah bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang menjadi kewenangan lembaga KPU untuk menyusunnya dalam rangka melaksanakan Pemilu. 
PKPU itu sendiri merupakan penjabaran dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa PKPU diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang Pemilu) atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada KPU.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian mengenai ”Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.”

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis menemukan beberapa hal yang dapat dijadikan perumusan masalah antara lain sebagai berikut:
1. Bagaimana kedudukan Peraturan KPU (PKPU) dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana kepastian hukum pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI?

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. TEORI HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pembentukan peraturan perundang-undangan mengenal teori jenjang hukum Stufentheorie yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki atau tata susunan, dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar atau grundnorm. Norma dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu norma dasar itu dikatakan pre-supposed.

Menurut Hans Kelsen suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi atau norma dasar menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila norma dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada di bawahnya.

Hans Nawiasky, salah seorang murid Hans Kelsen mengembangkan teori gurunya tentang jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky mengatakan suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar antara lain
:
a. Kelompok I

: Staatsfundamentalnorm 
  




  (Norma Fundamental Negara)
b. Kelompok II 

: Staatsgrundgesetz 
  




  (Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara)
c. Kelompok III

: Formell Gesetz (Undang-Undang ”Formal”)
d. Kelompok IV

: Verordnung & Autonome Satzung
  




  (Aturan pelaksana/Aturan otonom)
Menurut Hans Nawiasky, isi staatsfundamentalnorm ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara (staatsverfassung), termasuk norma pengubahannya. Hakikat hukum suatu Staats-fundamentalnorm ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Ia ada terlebih dulu sebelum adanya konstitusi atau undang-undang dasar.
 Selanjutnya Hans Nawiasky mengatakan norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar atau basic norm, dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai staatsgrundnorm melainkan staatsfundamentalnorm atau norma fundamental negara. Grundnorm mempunyai kecenderungan untuk tidak berubah atau bersifat tetap, sedangkan di dalam suatu negara norma fundamental negara itu dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya pemberontakan, kudeta dan sebagainya.

A. Hamid S. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Hans Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:
a. Staatsfundamentalnorm

: Pancasila (Pembukaan UUD 1945);
b. Staatsgrundgesetz


: Batang Tubuh UUD 1945, TAP
  MPR, dan Konvensi 
  Ketatanegaraan;
c. Formell Gesetz


: Undang-Undang;
d. Verordnung & Autonome Satzung
: Secara hierarkis mulai dari
  Peraturan Pemerintah hingga
  Keputusan Bupati atau Walikota.

Hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
3) Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
4) Peraturan Pemerintah (PP)
5) Peraturan Presiden (Perpres)
6) Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
7) Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota (Perda Kabupaten atau kota)
B. HUKUM PEMILU
Hukum pemilu merupakan pengaturan penjabaran pelaksanaan pemilu yang demokratis dan mengandung kepastian hukum. Standar pemilu dapat dikategorikan sebagai pemilu yang demokratis menyatakan bahwa, pemilu yang jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur semua proses penyelenggaraan pemilu, sekaligus mampu melindungi para penyelenggaranya, peserta, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan dan berbagai praktik kecurangan lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, pemilu membutuhkan seperangkat peraturan perundang-undangan mengenai pemilu serta penyelenggara yang bertugas menegakkan peraturan pemilu tersebut.

Hukum pemilu harus mengandung asas-asas pemilu yang demokratis dan pemilu yang berintegritas. Pemilu demokratis dapat dirumuskan sebagai predictable procedures but unpredictable results, yaitu pemilu sebagai suatu prosedur konversi suara rakyat menjadi kursi diatur dengan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum. Asas-asas pemilu demokratis adalah adalah pemilu yang diselenggarakan secara periodik berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sedangkan pemilu bisa dikategorikan berintegritas jika pelaksanaannya didasarkan pada prinsip jujur, transparan, akuntabel dan akurat.
 
Semenjak dimulainya era reformasi, undang-undang yang mengatur tentang pemilu selalu mengalami pergantian pada setiap periode pemilu. Berikut ini daftar undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilu dari beberapa periode di Indonesia:

a. Pemilu Tahun 1955 menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR serta Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1955 tentang Perubahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Provinsi dan Paniia Pemilihan Kabupaten.

b. Pemilu Tahun 1971 menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969.

c. Pemilu Tahun 1977 menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975.

d. Pemilu Tahun 1982 menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980.

e. Pemilu Tahun 1987, Tahun 1992 dan Tahun 1997 menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985.

f. Pemilu Tahun  1999 menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999.

g. Pemilu Tahun 2004 menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

h. Pemilu Tahun 2009 menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 entang Otonomi Daerah untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

i. Pemilu Tahun 2014 menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-Undag Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

C. SISTEM PEMILU
Sistem pemilu akan menentukan demokratis dan tidaknya pemilu yang dilaksanakan di negara tersebut. Setiap sistem pemilu didasarkan pada nilai- nilai tertentu, dan masing- masing sistem memiliki beberapa keuntungan dan kerugian. Sebenarnya, tidak ada sistem pemilu yang sangat ideal yang cocok di negara manapun, tetapi semua sistem tersebut memang mempunyai satu hal yang sama, yaitu suatu proses pengembangan atau reformasi sistem pemilu agar pemilu yang diselenggarakan mempunyai legitimasi dan berjalan demokratis. Berikut merupakan sistem pemilu yang dianut di dunia, diantaranya:

1. Sistem Pemilu Pluralitas/Mayoritas

Prinsip sistem pluralitas/mayoritas setelah suara diberikan kemudian dihitung jumlah keseluruhannya, para kandidat atau partai-partai yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang (mungkin juga ada syarat-syarat tambahan). Bagaimanapun juga, cara tercapainya tujuan itu sangat beragam dalam prakteknya. Ada lima macam sistem pluralitas/mayoritas yang bisa diidentifikasi: First Past The Post (FPTP), Block Vote (BV), Party Block Vote (PBV), Alternative Vote (AV), dan Two- Round System (TRS)
.

a. First Past The Post (FPTP)
First Past The Post adalah bentuk paling sederhana sistem pluralitas/mayoritas, menggunakan daerah pemilihan berwakil tunggal dan pemungutan suara berorientasi pada kandidat. Pemilih disodori nama-nama kandidat yang diusulkan dan memberi suara dengan memilih satu, dan hanya satu, dari nama-nama tersebut.Kandidat yang menang adalah yang mendapat suara lebih banyak dari kandidat lain, sekalipun itu bukan sebuah mayoritas absolut suara yang sah. Sistem ini menggunakan daerah pilihan dengan wakil tunggal dan pemilih memberi suara bagi kandidat, bukan partai politik.

Kelebihan First Past The Post, seperti sistem-sistem pemilu pluralitas/mayoritas lainnya, terutama pada dasar kesederhanaan dan kecenderungannya menghasilkan pemenang yang merupakan wakil-wakil yang bertanggung jawab atas wilayah-wilayah geografis yang sudah ditentukan.Sistem ini memajukan sebuah hubungan antara konstituen dan wakil-wakil mereka, karena ia menghasilkan sebuah lembaga legislatif yang terdiri atas wakil-wakil wilayah geografis. Anggota-anggota terpilih mewakili wilayah kota besar, kota kecil atau daerah yang sudah ditentukan, bukan hanya label partai.Terakhir, sistem FPTP tertentu, dipuji karena sederhana untuk digunakan dan dipahami. Sebuah suara yang sah hanya membutuhkan satu penanda di samping nama atau simbol seorang kandidat. Sekalipun ada banyak jumlah kandidat dalam surat suara, penghitungannya mudah dilakukan bagi para penyelenggara pemilu.

KekuranganFPTP sering dikritik karena sejumlah alasan diantaranya sistem ini memperparah fenomena “daerah kekuasaan tuan tanah regional” di mana satu partai menyapu bersih semua kursi di sebuah provinsi atau wilayah. Jika sebagai partai memiliki dukungan kuat di bagian tertentu suatu negara, meraih sebuah pluralitas suara, ia akan meraih semua, atau hampir semua, kursi legislatif untuk wilayah tersebut. Ini mengesampingkan kelompok-kelompok minoritas di wilayah itu dari representasi dan memperkuat persepsi bahwa politik adalah medan tempur yang didefinisikan oleh siapa anda dan di mana anda tinggal, bukan apa yang anda yakini.
b. Block Vote (BV)
Block Vote sesungguhnya hanyalah penggunaan pemungutan suara pluralitas di daerah pemilihan berwakil majemuk. Para pemilih mempunyai suara sebanyak kursi yang harus diisi di daerah pemilihan mereka, dan biasanya bebas memilih kandidat-kandidat perorangan tanpa memandang afiliasi partai. Dalam kebanyakan sistem BV mereka bisa menggunakan sebanyak, atau sesedikit, suara yang mereka kehendaki.Block Vote lazim dipakai di negara-negara dengan partai-partai politik yang lemah atau tidak ada partai sama sekali.

KelebihanBlock Vote sering dipuji karena mempertahankan kemampuan pemilih untuk memberikan suara bagi kandidat-kandidat perorangan dan memungkinkan adanya daerah pemilihan yang berukuran wajar secara geografis, sementara pada saat yang sama meningkatkan peran partai lebih besar daripada FPTP dan memperkuat partai-partai yang memperlihatkan paling banyak koherensi dan kemampuan organisasional.

KekuranganBlock Vote bisa memberi dampak tidak terduga dan sering tidak diinginkan bagi hasil-hasil pemilihan. Misalnya, ketika para pemilih memberikan suara mereka bagi kandidat-kandidat suatu partai, sistem itu cenderung memperparah sebagian besar kekurangan FPTP, terutama dalam hal disproporsionalitas. Ketika partai-partai mengusulkan seorang kandidat untuk setiap tempat yang tersedia dalam sebuah sistem Block Vote dan mendorong para pemilih untuk mendukung setiap anggota dalam daftar mereka, disproporsionalitas semacam itu sangat mungkin terjadi.

c. Party Block Vote (PBV)
Dalam sistem Party Block Vote, tidak seperti FPTP, dikenal adanya daerah pemilihan berwakil majemuk. Pemilih mempunyai satu suara, dan memilih daftar kandidat dari partai, bukan memilih perorangan. Partai yang meraih suara terbanyak mendapatkan semua kursi di suatu distrik, dan seluruh daftar kandidat dipilih sebagaimana yang diharapkan. Seperti dalam FPTP, tidak ada syarat bahwa pemenang harus meraih mayoritas absolut suara.

KelebihanPBV sederhana dan karena itu mudah digunakan, mendorong partai-partai menjadi kuat dan memungkinkan partai-partai menyodorkan daftar campuran guna memudahkan representasi minoritas. Sistem ini bisa digunakan untuk membantu memastikan keterwakilan etnis yang berimbang, karena memungkinkan partai-partai menyediakan daftar kandidat yang beragam secara etnis untuk pemilihan dan mungkin memang dirancang agar mereka melakukan hal itu.

Kekurangan Party Block Vote juga memiliki sebagian besar kekurangan FPTP, dan bahkan bisa saja memberi hasil sangat tidak proporsional ketika sebuah partai meraup hampir semua kursi dengan mayoritas kecil suara.

d. Alternative Vote (AV)
Alternative Vote adalah sistem pluralitas/mayoritas preferensial yang dipakai di daerah pemilihan dengan satu wakil. Para pemilih menggunakan angka untuk menandai preferensi mereka di surat suara. Seorang kandidat yang memperoleh sebuah mayoritas absolut (50 persen plus 1) suara preferensi-pertama yang sah dinyatakan terpilih. Jika tidak ada kandidat yang mencapai mayoritas absolut preferensi pertama, kandidat yang paling tidak berhasil akan disisihkan dan suara mereka direalokasi menurut preferensi kedua mereka sampai satu kandidat mendapat mayoritas absolut. Para pemilih memberi suara untuk kandidat, bukan partai politik.

Kelebihan mengalihkan perolehan suara adalah memungkinkan suara beberapa kandidat berakumulasi sehingga kepentingan-kepentingan yang beragam tetapi saling berkaitan bisa digabungkan untuk mendapatkan representasi. AV juga memungkinkan para pendukung kandidat dengan harapan tipis terpilih untuk mempengaruhi, melalui preferensi kedua dan selanjutnya mereka, terhadap pemilihan seorang kandidat utama. Karena alasan inilah kadang-kadang dikemukakan bahwa AV adalah sistem yang terbaik untuk memajukan politik sentris sebab bisa memaksa para kandidat untuk tidak hanya mencari suara dari para pendukung mereka tetapi juga “preferensi kedua” para pemilih lain.

Kekurangan AV tidak berfungsi dengan baik ketika diterapkan di daerah pemilihan yang lebih besar dan berwakil majemuk.

e. Two- Round System (TRS)
Sistem duaputaran adalah sistem pluralitas/mayoritas di mana sebuah pemilihan putaran kedua diselenggarakan jika tidak ada kandidat atau partai yang mencapai tingkat suara tertentu, yang paling umum adalah sebuah mayoritas absolut (50 persen plus 1), dalam pemilihan putaran pertama. Sebuah sistem Dua Putaran bisa menggunakan sebuah bentuk mayoritas-pluralitas—lebih dari dua kandidat bertanding dalam putaran kedua dan yang meraih jumlah suara terbanyak dalam putaran kedua dinyatakan terpilih, tanpa memandang apakah mereka memenangkan sebuah mayoritas absolut—atau sebuah bentuk mayoritas mutlak (majority run-off) hanya dua kandidat teratas dalam kompetisi putaran pertama yang bisa masuk kompetisi putaran kedua.

Kelebihan TRS bisa mendorong berbagai kepentingan yang beragam untuk bersatu di belakang kandidat-kandidat yang sukses dari putaran pertama menyongsong putaran kedua pemungutan suara, dengan demikian mendorong tawar-menawar dan pertukaran kompromis antara berbagai partai dan kandidat. Sistem ini juga memungkinkan partai-partai dan pemilih bereaksi terhadap perubahan-perubahan dalam lanskap poltik yang terjadi antara pemungutan suara putaran pertama dan putaran kedua.

Kekurangan TRS memberi penekanan kuat pada administrasi elektoral dengan mensyaratkannya melaksanakan sebuah pemilihan kedua tak lama setelah yang pertama, dengan demikian meningkatkan secara signifikan biaya seluruh proses pemilihan dan waktu yang berlalu antara penyelenggaraan sebuah pemilihan dan pengumuman hasilnya. Hal ini bisa menimbulkan instabilitas dan ketidakpastian. TRS juga memberi beban tambahan bagi pemilih, kadang-kadang terjadi kemerosotan jumlah partisipan antara putaran pertama dan kedua.

b. Sistem Pemilu Poporsional

Sistem pemilu Proporsional merupakan sistem pemilihan yang memperhatikan proporsi atau perimbangan antara jumlah penduduk dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan. Dengan sistem ini, maka dalam lembaga perwakilan, daerah yang memiliki penduduk lebih besar akan memperoleh kursi lebih banyak disuatu daerah pemilihan, begitupun sebaliknya. Sistem ini juga mengatur tentang proporsi antara jumlah suara yang diperoleh suatu partai politik untuk kemudian dikonversikan menjadi kursi yang diperoleh suatu partai politik tersebut. Dasar pemikiran proporsional adalah kesadaran untuk menerjemahkan penyebaran suara pemilih bagi setiap partai menurut proporsi kursi yang ada di legislatif. Varian dari sistem pemilu proporsional ada dua, yaitu:

1) Sistem Proporsional Tertutup

Pada sistem ini, pemilih hanya memilih tanda gambar partai. Suara itu diberikan untuk partai, yang kemudian didistribusikan ke daftar calon anggota legislatif (caleg) yang disusun pimpinan partai yang secara implisit berada di balik tanda gambar yang dipilih pemilih.
2) Sistem Proporsional Terbuka
Pemilih tidak lagi hanya memilih tanda gambar partai, tetapi juga sudah boleh memilih langsung nama calon anggota legislatif. Daftar calon anggota legislatif sudah eksplisit dimuat di surat suara, agar bisa dicontreng.
c. Sistem Pemilu Campuran
Menggabungkan dua sistem sekaligus antara sistem distrik dan sistem proporsional. Setengah dari anggota parlemen dipilih melalui sistem distrik dan setengah lainnya lagi dipilih melalui sistem proporsional. Ada dua macam sistem campuran, yaitu:

1) Sistem mixed member proportional (MMV)

Pada sistem ini, sustem proporsional digunakan sebagai paya untuk memberi kompensasi pada adanya disproporsionalitas yang dihasilkan oleh pembagian kursi bersadar sistem distrik.

2) Sistem Paralel (paralel system)
Sistem proporsional dan sistem distrik dijalankan secara bersamaan. Tetapi proses penghitungan suaranya tidak melalui kombinasi sebagaimana MPP, melainkan berjalan sendiri-sendiri. Hanya saja apabila tidak ada kursi yang didapat melalui sisem distrik, proses penghitungannya menggunakan sistem proporsional.

D. PENYELENGGARA PEMILU
Peranan para lembaga penyelenggara pemilu yang independen dalam suatu negara demokrasi merupakan salah satu persyaratan penting untuk tercapainya pemilu yang demokratis. Selain itu, diperlukan regulasi tentang lembaga penyelenggara pemilu yang jelas agar terdapat kepastian hukum dalam hubungan checks and balances antar lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri. Namun, hubungan yang seimbang antar lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri tidak akan berjalan dengan baik apabila terdapat ketidakjelasan atau multitafsir mengenai pengaturan lembaga penyelenggara pemilu yang telah dibentuk dalam suatu negara.

Apabila ketidakjelasan pengaturan mengenai lembaga penyelenggara pemilu kerap kali terjadi maka hal ini akan menimbulkan kurangnya atau lemahnya wibawa dan integritas masing-masing lembaga penyelenggara tersebut. Ketika lembaga penyelenggara pemilu sudah lemah, maka yang akan terjadi adalah partai-partai politik yang rakus, yang akan menguasai dan mengendalikan segala proses penyelenggaraan pemilu di negara tersebut. Efektifitas pola kerja dari fungsi lembaga penyelenggara pemilu sangat menentukan bagaimana kualitas sistem demokrasi yang dikembangkan atau dilaksanakan oleh suatu negara.
 Salah satu bentuk hak yang dimiliki warga negara adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, dan merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu merupakan tolak ukur bagi negara dengan sistem demokrasi sebagai bentuk  perwujudan adanya kedaulatan rakyat.
 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu ada tiga (3) lembaga di Indonesia, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam menyelenggarakan pemilu, KPU berkedudukan baik di pusat maupun di daerah yang meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Hal ini bertujuan agar tidak ada ideologi politik oleh partai tertentu yang memiliki tujuan  tersembunyi untuk mendapatkan suara lebih banyak. Dalam Pasal 12 UU Nomor 7 Tahun 2017, KPU berkewajiban:

a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;

b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;

c. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;

d. Mengordinasikan, meyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu;

e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;

f. Memutakhiran data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;

h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terplih serta membuat berita acaranya;

i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu;

j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;

k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu ; dan 

l. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU di Indonesia diantaranya meliputi pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD propinsi maupun DPRD kabupaten atau kota, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota.

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti halnya KPU, Bawaslu juga berkedudukan di pusat dan daerah. Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu mempunyai kewajiban antara lain:
a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
d. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disingkat DKPP), adalah suatu lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di Ibu Kota Negara. DKPP dibentuk paling lama dua bulan sejak anggota KPU dan Bawaslu mengucapkan sumpah/janji. DKPP terdiri dari 7 orang, yang mewakili unsur KPU, Bawaslu, dan dari tokoh masyarakat yang diajukan oleh DPR dan pemerintah.

E. PESERTA PEMILU
Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR,dan DPRD baik propinsi maupun kabupaten atau kota, memilih Kepala Daerah, serta untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, terdiri dari berbagai macam partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam Pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menyebutan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia bedasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Atau dalam bahasa lain, partai politik menjadi jembatan antara masyarakat sipil dengan pemerintah

Partai politik peserta Pemilu Serentak 2019 berjumlah 20 partai politik, yang terdiri dari16 partai nasional dan 4 partai lokal di Aceh, yang susunannya sesuai nomor urut sebagai berikut:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

4. Partai Golongan Karya (Golkar)

5. Partai Nasional Demokrat (NasDem)

6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)

7. Partai Berkarya
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

9. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

12. Partai Amanat Nasional (PAN)

13. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

14. Partai Demokrat
15. Partai Aceh (PA)

16. Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA)

17. Partai Daerah Aceh (PDA)

18. Partai Nanggroe Aceh (PNA)

19. Partai Bulan Bintang (PBB)
20. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Khusus untuk pemilu calon anggota DPD peserta pemilunya adalah perseorangan, tidak melalui partai politik. Hal ini dikarenakan para calon angoota DPD dipandang sebagai pihak atau orang yang lebih mengetahui kondisi pada daerah tersebut. 

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai yaitu 

1. Menganalisis kedudukan Peraturan KPU (PKPU) dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis kepastian hukum pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 melalui Peraturan KPU (PKPU) RI.
B. MANFAAT PENELITIAN

Adapun kontribusi yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:
1. Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya;
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang hukum pemilu; dan
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap pengkajian dan penelitian sejenis untuk tahapan selanjutnya.
2. Praktis

a. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai hukum pemilu.

b. Memberikan saran-saran yang dapat ditindaklanjuti mengenai pelaksanaan hukum pemilu di Indonesia.

BAB IV
METODE PENELITIAN

A. METODE PENDEKATAN
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian normatif disebut juga penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (law as it is written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law it is decided by the judge through judicial process).
 Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
B. SPESIFIKASI PENELITIAN
Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis ialah menggambarkan masalah, kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan. Tujuan penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara tepat, sifat individu, suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu.
 

C. JENIS DATA
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang di ambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer,sekunder dan tersier. Adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan baik hukum nasional maupun internasional yang berhubungan dengan pembentukan perpu. Bahan hukum primer ini ditunjang pula dengan metode wawancara terhadap pakar atau praktisi di bidang pemilu. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud, misalnya:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
d) Undang-Undang Nomor  7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
e) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang  Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota;
f) Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
g) Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
h) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
i) Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
j) Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
k) Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bahan Hukum Sekunder

Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi.

3. Bahan Hukum Tersier
Berupa bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah.
 

D. METODE PENGUMPULAN DATA
Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode atau teknik menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihatkan penggunaannya melalui angket, pengamatan, ujian, dokumen dan lainnya.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum, bahan kuliah dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini.
Luaran penelitian ini dipublikasikan dalam Jurnal Seminar Nasional Hukum UNNES Vol 4 No 03 (2018) : Dinamika Demokrasi dalam Pemilihan Umum Serentak dan Keutuhan Bangsa.

E. METODE ANALISIS DATA
Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.

Metode analisis bahan hukum menggunakan deskriptif kualitatif. Bahan hukum yang diperoleh dan tersaji akan dianalisis dengan cara menggambarkan, menjabarkan, dan menginterpretasikan norma hukum, teori-teori hukum serta pengertian-pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KEDUDUKAN PERATURAN KPU (PKPU) DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Berdasarkan teori hukum, suatu norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada di atasnya. Hal inilah yang dimaksud sebagai sistem hierarki norma hukum atau perundang-undangan. Hierarki dalam hal ini dapat dimaknai sebagai suatu tata tingkatan aturan hukum, atau struktur norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, idealnya suatu pembentukan peraturan seharusnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Karena peraturan yang ada di tingkatan atas mendasari pembentukan peraturan yang ada di bawahnya. Pembentukan peraturan seharusnya memperhatikan salah satu asas-asas peraturan perundangan yang menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang memiliki kedudukan lebih tinggi mempunyai kedudukan yang tinggi pula atau lex superiori derogat legi inferiori.

Hans Kelsen mengemukakan teori jenjang norma hukum atau yang lebih dikenal dengan Stufentheorie berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan). Hal ini berarti, suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis, fiktif serta abstrak, yaitu Norma Dasar atau Grundnorm.
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang; 

4. Peraturan Pemerintah;

5. Peraturan Presiden;

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan KPU yang selanjutnya disebut PKPU, tidak ada dalam ketentuan tentang hieraki peraturan perundang-undangan di atas. Apabila kita hanya membaca ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kita tidak akan menemukan frasa “peraturan KPU” di dalamnya. PKPU sebagai  bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan akan terlihat dalam substansi Pasal yang selanjutnya, yaitu Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi:

a. Jenis  Peraturan  Perundang-undangan  selain  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis  Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,  Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,  Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan,  lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala  Desa atau yang setingkat.
b. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Menurut ketentuan Pasal tersebut di atas, maka PKPU dikategorikan sebagai suatu peraturan yang ditetapkan oleh komisi yang setingkat dengan lembaga negara lain yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah suatu Undang-Undang. Selanjutnya, PKPU diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada KPU. 
PKPU merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU. 
Apabila terdapat suatu norma hukum atau peraturan yang lebih rendah tingkatannya dianggap atau dipandang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan solusi dengan dilakukannya mekanisme pengujian (uji materiil). Dalam konteks ini, jika terdapat PKPU yang dipandang bertentangan dengan UU Pemilu, maka pengujiannya dilakukan di Mahkamah Agung sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

B. KEPASTIAN HUKUM PEMILU DALAM PEMILU SERENTAK 2019 MELALUI PERATURAN KOMISI PEMILU UMUM (PKPU) RI
Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 semakin dekat. Untuk menyongsong pelaksanaan pesta demokrasi rakyat tersebut, berbagai peraturan sudah diundangkan oleh pemerintah. Sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk merumuskan aturan penyelenggaraan (electoral law) dan pelaksanaan pemilu (electoral process), KPU mengeluarkan PKPU sebagai peraturan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Sampai sekarang sudah ada beberapa PKPU yang telah diundangkan, diantaranya sebagai berikut:

1. PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

3. PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

4. PKPU Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

5. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

6. PKPU Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

7. PKPU Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

8. PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

9. PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

10. PKPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

11. PKPU Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

12. PKPU Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

13. PKPU Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

14. PKPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

15. PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

16. PKPU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

17. PKPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Penyelenggara pemilihan umum bersifat mandiri, dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak berada di bawah kendali pihak dan/atau lembaga lain. Atribusi wewenang yang diberikan kepada KPU mempunyai peran untuk mewujudkan prosedur dan tahapan pemilihan umum yang memberikan kepastian hukum serta menegakkan asas fairness dan keadilan. KPU sebagai lembaga yang independen dan self regulatory bodies seharusnya bebas dari pengaruh intervensi dalam menyusun aturan main penyelenggaraan pemilihan umum.
 Independensi tidak sekedar bermakna “merdeka, bebas, imparsial, atau tidak memihak” dengan individu, kelompok atau organisasi kepentingan apapun, atau tidak tergantung atau dipengaruhi. Independensi bermakna pula sebagai kekuatan/power, paradigm, etika, dan spirit untuk menjamin suatu proses dan hasil dari Pemilu merefleksikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara, sekarang dan akan datang.

KPU mengeluarkan satu peraturan yang disebut PKPU. PKPU sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang jelas kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan. PKPU diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga memiliki konsekuensi atau akibat bagi setiap masyarakat atau institusi yang terkait dengan PKPU.
Salah satu PKPU yang sempat kontroversial dan mendapat banyak sorotan masyarakat tentang persyaratan pendaftaran calon anggota legislatif atau caleg tahun 2019. Aturan tersebut adalah Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Terdapat hal yang menarik untuk dipahami dan dikaji dari PKPU Nomor 20 Tahun 2018 khususnya tentang syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 7 ayat (1) Huruf h PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut mengatur bahwa salah satu syarat sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten /Kota adalah bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi. 
Berdasarkan wawancara dengan Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari pada tanggal 1 Oktober 2018, KPU memiliki beberapa landasan yang kuat mengenai pembentukan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ini, yaitu:

a. Landasan filosofis
Adanya tuntutan dari rakyat yang menghendaki adanya penyelenggara negara yang bersih dari korupsi, yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab agar reformasi pembangunan dapat berdayaguna dan berhasil guna. Hal ini juga didukung dengan adanya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, bahwa dalam penyelenggaraan negara telah terjadi praktek-praktek usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional. Diperlukan rehabilitasi seluruh aspek kehidupan nasional yang berkeadilan, dibutuhkan penyelenggara negara yang dapat dipercaya melalui usaha pemeriksaan harta kekayaan para pejabat negara dan mantan pejabat negara serta keluarganya yang diduga berasal dari praktek korupsi, kolusi,dan nepotisme, dan mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
b. Landasan yuridis
Pengisian jabatan kenegaraan yang melalui proses pemilu, diselenggarakan oleh KPU dan diatur dalam PKPU. Sebagai prinsip dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, disyaratkan bahwa penyelenggara negara adalah orang-orang yang bebas dari korupsi. Karena sebuah prinsip, seharusnya segala perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggara negara atau pengisian jabatan kenegaraan harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, termasuk Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Disisi yang lain, Presiden, DPD, dan DPR kedudukannya sama-sama sebagai lembaga negara. Secara kelembagaan, sistem pemerintahan merupakan hubungan antara Presiden dengan DPR. Syarat pengisian jabatan Presiden, dilarang melakukan tindakan yang berkhianat pada negara, melakukan kejahatan berat, dan mantan narapidana korupsi. Maka, sebagai lembaga yang kedudukannya sejajar dalam sistem pemerintahan, KPU berpandangan untuk pengisian jabatan anggota DPR sudah seharusnya mendapat syarat yang sama dengan Presiden, yaitu bukan seorang mantan narapidana korupsi. 
c. Landasan sosiologis

Orang yang terkena kasus korupsi, adalah orang yang berwenang. Karena dalam salah satu rumusannya korupsi itu adalah adanya penyalahgunaan wewenang. Yang mempunyai wewenang adalah eksekutif dan legislatif. Saat Pilkada kemarin, banyak calon kepala daerah tertangkap tangan melakukan korupsi, partai politik meminta diberikan kesempatan untuk mengganti calonnya. Hal ini berarti, ada kesadaran dari partai politik itu sendiri tidak ingin calonnya terkena kasus korupsi atau mantan koruptor. Inilah saatnya, partai politik diberikan kesempatan untuk mencalonkan orang-orang yang bersih bukan seorang mantan koruptor, yang diatur dalam PKPU. 
Banyak pihak yang menyampaikan PKPU tersebut melanggar hak asasi manusia para calon legislatif khususnya hak mantan narapidana untuk mencalonkan diri.  Hal ini dikuatkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bentuk pengurangan hak yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu dan tidak sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP hak memilih dan dipilih dapat dicabut dengan putusan pengadilan. Peraturan perundang-undangan tidak dapat mencabut hak pilih (hak politik) seseorang, melainkan hanya memberi pembatasan sesuai Pasal 28J UUD 1945. Oleh karena itu, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif, artinya PKPU telah memberikan hukuman tambahan mencabut hak politiknya. Pencabutan hak politik seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan.

 “The belief in democracy and its positive effect on freedom, liberty, and wealth is widespread among citizens of different countries” atau kepercayaan pada demokrasi memberikan efek positif pada adanya kebebasan, kemerdekaan, dan kekayaan pada warga negara dari berbagai negara.
 Dengan adanya PKPU tersebut justru membatasai hak politik warga negara khususnya mantan narapidana korupsi yang ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif pada Pemilu Serentak 2019.
Poin penting PKPU tersebut yaitu mengatur adanya pelarangan mantan narapidana korupsi untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif dalam Pemilu 2019, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus dikelola melalui pemerintahan yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sehingga aturan PKPU tersebut belum bisa dikatakan melanggar ketentuan Pasal 28 huruf D UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa ”setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.
 Syarat utama terselenggaranya negara hukum yang demokratis yaitu rule of law, demokrasi, dan pemerintahan yang baik.  Ketiga syarat tersebut menjadi konsep fundamenal dan prinsip pokok yang diterima oleh sebagian negara hukum modern. Good governance sendiri meliputi kepantasan, tranparansi, partisipasi, efektivitas, dan hak asasi manusia.
 Dengan demikian, mencederai hak asasi warga negara untuk mendapatkan calon legislatif yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sama saja menghilangkan asas kemanfaatannya dari PKPU tersebut.
Ketua Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik menyebutkan, tindakan KPU membuat pasal tentang larangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri menjadi anggota legislatif tidak menimbulkan indikasi pelanggaran HAM, sepanjang dia bisa membuktikan bahwa itu dalam rangka suatu kepentingan yang lebih umum dan besar yaitu jaminan akan kualitas dan integritas dari orang yang dipilih.
 KPU sudah berusaha melindungi hak politik warga negara untuk mendapatkan calon atau wakilnya yang bersih bebas dari korupsi, yang nantinya duduk dipemerintahan. 
Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 memperbolehkan mantan narapidana untuk mencalonkan diri, dengan syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Dengan adanya pernyataan tersebut yang telah diketahui oleh masyarakat umum (notoir feiten) maka kembali kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon yang merupakan seorang mantan narapidana atau tidak. Ada syarat mantan narapidana ini dalam melengkapi persyaratan pencalonannya harus mengumumkan di media dan mendapat surat keterangan dari pemimpin redaksi media tersebut. Namun dalam prakteknya, pada Pilkada 2015 Kota Semarang, Salah satu calon Walikota Semarang, Soemarmo yang merupakan mantan narapidana ini mengumumkan di media menggunakan suplemen koran
, dan suplemen koran tersebut diserahkan kepada KPU tetapi tidak beredar di masyarakat. Maka tujuan dari adanya publikasi yang disyaratkan oleh MK menjadi tidak tercapai.

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 memiliki landasan rasionalisasi yang sangat kuat. Hal ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang otoritas atau kewenangan institusi dan sudut pandang substansi materi regulasi. PKPU dilihat dari sudut pandang otoritas instutusi dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan mutlak dalam pelaksanaan semua tahapan pemilu. Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu  pada Pasal 13 tentang kewenangan KPU dijelaskan bahwa KPU memiliki sekian banyak kewenangan diantaranya kewenangan untuk menetapkan suatu peraturan untuk setiap tahapan pemilu. Proses pencalonan calon anggota legislatif merupakan bagian dari tahapan pemilu yang harus diatur oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu yang  langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil). Oleh karena itu, sangatlah tepat dan rasional, suatu peraturan mengenai tahapan pemilu dibuat atau dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki tugas utama sebagai penyelenggara pemilu.
PKPU Nomor 20 Tahun 2018 memiliki kedudukan yang sama dengan PKPU pada umumnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Selain itu, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834. Sifat mengikat  tersebut berarti PKPU ini harus dipatuhi oleh setiap warga negara maupun institusi yang terkait dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 termasuk bakal calon anggota DPD, DPR dan DPRD, seluruh Partai Politik Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) serta stakeholder dan masyarakat umum. 

Hal yang telah tersebut diatas didukung pula dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa pada saat menyusun PKPU dan Pedoman Teknis KPU, pihak KPU tidak terikat hasil rapat konsultasi dengan pihak manapun (DPR dan Pemerintah). Pada pertimbangan hukumnya MK berpendapat bahwa, mengingat pentingnya peran KPU dalam perwujudan negara hukum yang demokratis, maka sebagai suatu lembaga yang memiliki kedudukan constitutional importance, sudah seharusnya KPU mendapat perlakuan yang sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya seperti Komisi Yudisial, Bank Indonesia, serta lembaga independen lainnya. Lembaga-lembaga negara ini memiliki kewenangan secara penuh atau full authority, yakni dalam bertindak menjalankan fungsinya tidak dapat diintervensi oleh lembaga lain. Secara filosofis, kehadiran KPU di era reformasi ini ialah sebagai lembaga independen yang berbeda dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum sebelumnya, yang cenderung tidak demokratis dan masih ada intervensi dari pemerintah. KPU tetap mempunyai kewajiban untuk berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah, namun hasil konsultasi itu tidak mengikat sifatnya. Hal itu dirancang guna menghindari penyusunan Peraturan KPU yang tersandera oleh kepentingan politik. 

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dapat dilihat dari sudut pandang substansi regulasi. Sebagian pihak ada yang menyatakan, bahwa PKPU tersebut bertentangan dengan perundang-undangan diatasnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kedudukan hukum tentang syarat seorang warga negara untuk dapat mencalonkan diri sebagai bakal caleg telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Pasal  240 ayat (1) huruf g, menyatakan bahwa bakal calon DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia yang harus memenuhi syarat tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka  dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. 
Terdapat dua makna dari bunyi pasal tersebut. Yang pertama, seorang mantan terpidana masih dapat menjadi bakal caleg sepanjang Ia tidak pernah dijatuhi pidana penjara lima tahun atau lebih dan tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berlaku. Kemudian kedua, seorang mantan terpidana tetap dapat mencalonkan diri di pemilu legislatif sepanjang Ia mau mengakui secara terbuka dan jujur di depan publik bahwa Ia adalah seorang mantan terpidana.
 Yang dimaksud mantan terpidana dalam pasal tersebut berlaku untuk semua jenis tindak pidana apapun, asalkan perbuatannya tidak diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih. 
Seluruh pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak ada pasal yang bunyinya mengatur atau membolehkan secara tegas mengenai mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi untuk maju sebagai calon legislatif. Karena tidak ada pengaturan pasal yang mengatur secara tegas, maka KPU yang memiliki otoritas penuh dalam hal penyelenggaraan pemilu beritikad baik untuk mengatur secara detail dan teknis, khusus kepada tiga macam terpidana yaitu kepada mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual kepada anak dan korupsi.

Hal tersebut diatur secara khusus dikarenakan ketiga perbuatan tindak pidana diatas, masuk ke dalam kategori kejahatan tindak pidana luar biasa atau extraordinary crime, yaitu suatu jenis kejahatan atau tindak pidana yang memiliki dampak negatif sangat  luas bagi suatu bangsa. Berdasarkan Perppu Nomor 1 tahun 2016 terdapat beberapa tindak pidana yang dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika serta tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Dapat disimpulkan hal tersebut menjadi sangat wajar dan sudah seharusnya, suatu kejahatan yang luar biasa harus diikuti dengan sikap atau komitmen yang luar biasa untuk menanganinya dengan upaya preventif,  yang ditunjukan oleh KPU dengan mengeluarkan peraturan yang melarang mantan terpidana yang masuk kategori kejahatan luar biasa ikut serta dalam pemilu sebagai bakal caleg, yang nantinya akan menjadi contoh bagi bangsa Indonesia.

Hal positif yang dapat yang dapat diambil dari PKPU tersebut adalah semua elemen termasuk para hakim agung di Mahkamah Agung (MA) harus memiliki semangat dan komitmen yang sama dengan komisioner KPU untuk melarang para terpidana kejahatan luar biasa (bandar narkoba, kejahatan seksual kepada anak dan korupsi) agar tidak bisa menjadi calon legislatif agar proses pemilu benar benar bisa melahirkan para wakil rakyat yang berintegritas atau memiliki  moralitas yang dapat dihandalkan.
Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 257 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menyebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU”. Berdasarkan hal tersebut, PKPU sebagai suatu peraturan yang sifatnya mengatur lebih lanjut dan lebih teknis, sepatutnya pengaturannya tidak “melebihi batas” yang diberikan undang-undang, apalagi bertentangan secara norma hukum.
PKPU Nomor 20 Tahun 2018 secara norma tetap membatasi hak politik mantan narapidana korupsi untuk mendaftar sebagai calon legislatif. Sementara itu, disisi lain UU Pemilu secara normatif tidak membatasi hak politik mantan narapidana untuk mendaftar sebagai calon legislatif “sepanjang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. Dalam perspektif hierarki norma hukum, sebagai peraturan hukum yang lebih rendah secara hierarki, norma hukum dalam PKPU semestinya tidak boleh bertentangan dengan norma hukum dalam peraturan yang lebih tinggi, yakni UU Pemilu. Hal itu merupakan asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 
Menurut Ketua Bawaslu RI Abhan, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan UU Pemilu. Sudah jelas dalam UU Pemilu tersebut tidak melarang mantan narapidana koruptor untuk mencalonkan diri. PKPU tersebut juga tidak sejalan dengan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016 yang telah memperbolehkan mantan narapidana untuk mencalonkan diri, sepanjang yang bersangkutan mengumumkan kepada publik bahwa dirinya merupakan mantan terpidana. Semangat KPU untuk menghadirkan calon legislatif yang bersih  dari korupsi itu memang sangat bagus, tetapi kita sebagai penyelenggara negara harus selalu taat konstitusi agar selalu tercipta kepastian hukum. Maka jika ada aturan pelaksana yang bertentangan dengan peraturan di atasnya tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum.
 
Berdasarkan berbagai argumentasi di atas, ada dua hal penting yang dapat disimpulkan mengenai PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Pertama, yaitu bahwa KPU tidak melakukan abuse of power karena KPU hanya menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan merumuskan aturan penyelenggaraan (electoral law) dan pelaksanaan pemilu (electoral proces) yang independen karena sifatnya full authority yang tidak mendapat intervensi atau pengaruh dari lembaga lain. Kedua, menurut segi  substansi berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, harus diakui bahwa PKPU ini tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas kesesuaian antara hierarki, jenis, materi dan muatan. PKPU dinilai bertentangan dengan UU Pemilu, sehingga dapat dikatakan batal demi hukum, dengan konsekuensi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kepada siapapun.
Mahkamah Agung (MA) telah memutus uji materi Pasal 4 ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu. Berdasarkan UU pemilu, setiap orang yang memiliki riwayat pidana atau pernah menjadi terpidana dibolehkan mendaftar sebagai caleg namun wajib mengumumkannya ke publik. Sementara PKPU Pencalonan melarang parpol mendaftaran mantan narapidana kasus korupsi sebagai caleg. Itu bertentangan dengan UU Pemilu. UU Pemilu membolehkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Tapi PKPU menutup sama sekali.
 
Dengan adanya putusan MA yang membatalkan Pasal 4 ayat (3), PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota, maka KPU mentaati putusan MA tersebut dengan mengubah isi PKPU tersebut menjadi PKPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang didalamnya membolehkan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon legislatif, agar PKPU ini dapat sejalan dengan Undang-Undang Pemilu sehingga menciptakan kepastian hukum. 
Prinsip penyelenggaraan pemilu salah satunya adalah berkepastian hukum, prinsip ini erat hubungannya dengan salah satu dari tujuan suatu  hukum itu dibuat. Tujuan hukum ada tiga, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan, yang merupakan satu rangkaian yang saling berhubungan satu sama lain. Kepastian hukum merupakan manifestasi dari kewajiban imperatif para penyelenggara pemilu dalam melaksanakan ketentuan yang ada di dalam perundang-undangan. Bersumber pada norma hukum, akan memberikan kepastian pada semua pihak yang terlibat dalam pemilu, sehingga peserta pemilu dan masyarakat mempunyai harapan terhadap penyelenggara pemilu dapat menjaga kelangsungan demokrasi.
 

Semua ketentuan yang mengatur pemilu harus konsisten satu sama lain,  sehingga tidak terjadi kontradiksi antar-ketentuan atau antar peraturan. PKPU yang disusun oleh KPU tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu, karena PKPU merupakan penjabaran dari pelaksanaan teknis Undang-Undang Pemilu, hal ini merupakan wujud PKPU dapat memberikan kepastian hukum. Selain itu KPU dalam menyusun PKPU haruslah berkarakter responsif. Untuk menjadi responsif suatu produk hukum harus berorientasi pada tujuan hukum yaitu keadilan. Keadilan menurut pandangan Rawls berbasis pada utilitarianisme
, yakni kemanfaatan maksimal pada masyarakat sebanyak-banyaknya. Begitu juga pada KPU yang diberi kewenangan untuk menyusun PKPU yang memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peraturan KPU dalam hierarki peraturan perundang-undangan sudah terakomodir berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. PKPU dikategorikan sebagai suatu peraturan yang ditetapkan oleh komisi yang setingkat dengan lembaga negara lain yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah suatu Undang-Undang. Oleh karena itu, PKPU diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Pemilu kepada KPU. 

2. PKPU yang disusun oleh KPU dalam rangka proses penyelenggaraan dan tahapan Pemilu Serentak 2019 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu, karena PKPU merupakan penjabaran dari pelaksanaan teknis Undang-Undang Pemilu, hal ini merupakan wujud PKPU dapat memberikan kepastian hukum. 

B. SARAN

1. Sebaiknya KPU dalam mengeluarkan PKPU selain melihat asas kemanfaatan dan keadilan juga memperhatikan hierarkhi demi mewujudkan kepastian hukum.
2. Sebaiknya PKPU yang mendukung Pemilu Serentak 2019 harus bersifat responsif agar keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat tetap terakomodir sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai dengan baik.
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